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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945) mengartikan jika tujuan utama negeri Indonesia ialah mewujudkan 

negeri serta kehidupan bangsa yang adil serta Makmur buat keadilan sosial, 

tanah sebagaikekayaan alam ialah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada 

bangsa Indonesia. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 menerangkan 

kalau bumi, air, serta kekayaaan alam yang tercantum didalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.1  

Tanah yakni kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia 

hidup serta beraktivitas di darat yang bisa dikatakan bahwa kalau nyaris tiap 

hari kegiatan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, tidak terlepas dari tanah. Tanah memiliki fungsi strategis yang 

sangat penting, tidak hanya sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai 

ruang pembangunan. Ketersediaan tanah yang relatif tetap sedangkan 

kebutuhan tanah terus meningkat memerlukan pengaturan penguasaan, 

pemilikan dan penggunaan tanah yang baik, tegas dan cermat untuk mencapai 

cita-cita penguasaan dan penggunaan tanah kemakmuran terbesar rakyat.2 

Jual beli bagi Pasal 1457 KUHPerdata mendefinisikan jual beli sebagai 

suatu perjanjian dengan mana salah satu pihak berjanji buat menyerahkan 

barang yang bersangkutan serta pihak lain membayar harga yang 

diperjanjikan. Bagi pengertian hukum adat, jual beli tanah ialah suatu 

perbuatan hukum dimana penjual mengalihkan hak kepunyaan atas tanah 

yang dijualnya kepada pembeli untuk sepanjang hidupnya, serta pada dikala 

1 Alndikal Alrisalputral & Elfirdal Raltnalwalti Gultom, “Talnggungjalwalb Developer Ya lng Walnprestalsi 

Dallalm Perjalnjialn Pengikaltaln Juall Beli Talnalh Daln Balngunaln (Studi Kalsus Diperumals Semalralng 

II),” Jurnall Pendidikaln daln Konseling, Doi: https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10307, Vol. 4, No.6, 

2022, hlm. 11644. 
2  Alndy Halrtalnto, Palndua ln Lengka lp Hukum Pra lktis: Kepemilika ln Ta lnalh, Suralbalya l: Lalksbalng 

Justitial, 2015, hlm.4. 
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terbentuknya transaksi, pembeli baru membayar Sebagian dari biayanya. Hak 

atas tanah pula beralih dari penjual ke pembeli sejak bersamaan saat 

terjadinya transaksi tanah. Oleh sebab itu bisa disimpulkan kalau penafsiran 

jual beli tanah merupakan sesuatu perjanjian dimana penjual berjanji serta 

mengikatkan diri buat menjual tanah serta alihkan hak atas tanah kepada 

pembeli, serta pembeli pula berjanji serta mengikatkan diri buat membayar 

tanah tersebut dengan harga yang telah disepakatinya.   

Dengan penjualan itu tidak terdapat pergantian hak atas tanah yang 

bersangkutan, sekalipun pembeli telah membayar harga yang telah ditentukan 

serta tanah itu betul-betul sudah diserahkan kepadanya. Oleh sebab itu 

walaupun itu tanah, bahwa hukum tentang jual beli diatur dalam KUHPerdata 

mengenai hukum pertanahan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria 

No 5 tahun 1960, jual beli tanah bisa dilakukan di hadapan notaris sebagai 

penjabat publik atau penjabat membuat akta tanah (PPAT). 

Perjanjian jual beli tanah wajib penuhi Sebagian wujud formalitas 

menegaskan. Formalitas merupakan seluruh wujud perjanjian jual beli tanah 

harus dilakukan di hadapan penjabat yang berwenang, ialah pembuatan akta 

hak milik (berikutnya disebut PPAT). Tetapi dalam Peraturan Pemerintah No. 

24 Tahun 1997 tentang pendaftaran bentuk tanah serta formalitas tidak 

disebutkan jelas, ataupun tidak terdapat dalam Pasal tersebut ada syarat yang 

mengharuskan jual beli yang sah diselesaikan sebelum PPAT. Sesuai dengan 

bagian 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang kewenangan 

PPAT membuat kontrak tanah. 

Perjanjian lisan sering berlangsung dalam kehidupan masyarakat, 

seringkali tanpa disadari tetapi kesepakatan itu telah dibuat. Sesuatu 

perjanjian yang terbuat secara lisan senantiasa berlaku selama memenuhi 

ketentuan sahnya sesuatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 

KUHPerdata. Namun, kesepakatan tidak selalu berjalan sesuai keinginan para 

pihak. Dalam praktik terkadang salah satu pihak dalam perjanjian jual beli 

tidak bisa penuhi perikatannya yang menurut hukum dianggap sebagai 

pelanggaran perjanjian sehingga menyebabkan pihak lain menderita kerugian 
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yang dengan wanprestasi. Pelanggaran kontrak atau kegagalan untuk 

memenuhi janji dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Pihak yang 

tidak dengan terencana melaksanakan Perbuatan Ingkar janji bisa muncul 

sebab mereka memanglah tidak dapat mencapai prestasi tersebut, ataupun 

sebab terpaksa buat tidak mencapai prestasinya.  

Wanpreistasi adalah ke igagalan untuk meilakukan suatu ke iwajiban 

seibagaimana diatur dalam pe irjanjian antara kre iditur se irta deibitur.3 

Wanpreitsasi ataupun ke igagalan buat peinuhi janji bisa te irjalin se icara 

teireincana ataupun tidak teireincana.4 Deibitur dianggap lalai jika ia lalai dalam 

meimeinuhi keiwajibannya atau me inunda-nunda dalam me ilaksanakan 

keiwajibannya teitapi lalai dalam me ilaksanakan se ibagaimana yang te ilah di 

peirjanjikan. Dalam praktiknya, di dalam masyarakat dimana pe irjanjian jual 

beili tanah tidak cocok de ingan peirsyaratan hukum yang be irlaku ataupun 

deingan apa yang me injadi komitmein para pihak diawal pe irjanjian, masalah 

ini dapat ditafsirkan se ibagai ingkar janji atau wanpre istasi.  

Wanpreistasi atau ingkar janji, yaitu deibitor meimeinuhi keiwajiban hasil 

dan peilaksanaan keiwajiban tidak teirpeingaruh oleih keiadaan kareina itu 

dianggap bahwa deibitur te ilah meilakukan ingkarjanji. Ole ih kare ina itu, untuk 

kasus wanpreistasi teirse ibut, di masyarakat khususnya di kota Ruteing, keiadaan 

ini se iring teirjadi akibat ke ilalaian pihak pe injual ataupun pe imbeili tidak 

meimeinuhi peirikatannya. 

Konflik Hukumnya bahwa terjadi wanprestasi dari pihak penjual 

terhadap pihak pembeli. Seibagaimana yang teirteira dalam Putusan Nomor: 

10/Pdt.G/2021/PN Rtg, Pada tanggal 6 Mare it 2019, Pe inggugat meimbeili 

seibidang tanah ukuran 25m x 100m yang te irleitak di De isa Batu ceirmin keipada 

teirgugat, dan pada tanggal 6 mare it peinggugat seipakat dan pe inggugat 

meinyeirahkan uang ke iseipakatan harga jual-beili se icara peinuh yakni Rp 

300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah). Ke imudian pada saat pe ingurus 

seirtifikat keipeimilikan tanah teirseibut, teirdapat pihak lain yang pula 

                                                           
3  Sallim HS, Pengalntalr Hukum Perda ltal Tertulis (BW), Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal, 2008, hlm.180.  
4  Alhmaldi Miru, Hukum Kontralk Daln Pera lncalngaln Kontra lk, Jalkalrtal: Raljalwalli Pers, 2007, hlm.74.  
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meingklaim tanah teirseibut se irta meinyeibab peinggugat meiminta klarifikasi dan 

tanggung jawaban dari te irgugat. Dari pe irmasalahan klaim pihak ke itiga atas 

tanah teirseibut teilah me inyeibabkan keirugian bagi Pe inggugat, maka Te irgugat 

beirteimu Peinggugat untuk me inyampaikan pe irmintaan maaf tidak bisa 

meingeimbalikan uang jual-beili se icara peinuh pada saat itu, kare ina uang yang 

jual-beili teirseibut teilah habis te irpakai untuk keipeirluan rumah tangga ke iluarga 

beisar Teirgugat seihingga Teirgugat meiminta uang keirugian jual-beili meinjadi 

Utang. Teirgugat akan meimbayar keirugian deingan cara me incicil, deingan 

meimeilas Teirgugat beirjanji akan me ingeimbalikan se imua utang ke irugian jual-

beili tanah teirsbut se icara meincicil sampai 31 De iseimbeir 2019.  

Pada Tanggal 19 Me ii 2019, Teirgugat meingeimbalikan Utang keirugian 

jual-beili tanah keipada Pe inggugat seijumlah Rp 150.000.000 (Se iratus lima 

puluh juta Rupiah) dan Te irgugat akan me ingeimbalikan sisanya pada bulan 

Agustus 2019. Akan teitapi pada Se ipteimbeir 2019 Peinggugat meinghubungi 

Teirgugat deingan beirbagai alasan Te irgugat meiminta pe inundaan untuk 

meimbayar sisa ke irugian hingga pada Januari 2020. Dan be ibeirapa kali 

Peinggugat meinghubungi Teirgugat tapi Teirgugat tidak pe irnah meingangkat 

teilpon dari Peinggugat dan teiman Peinggugat di Labuhan Bajo. Teirgugat tanpa 

kabar lagi dan me inghindar dari kontak de ingan Pe ingugat dan Teimein 

Peinggugat di Labuhan Bajo.  

Peirbuatan Teirgugat teirseibut teilah teirang ingkar janji dan sangat 

meirugikan Pe ingugat se ihingga Peinggugat meineimpuh upaya hukum me ilalui 

kuasa hukum Peingugat, dan me ilayangan somasi ke ipada Teirgugat untuk 

meingingatkan Teirgugat atas peirbuatan wanpreistasi yang dilakukannya, Pada 

tanggal 31 De iseimbeir 2020 surat Somasi I dilayangkan Pe inggugat keipada 

Teirgugat dan Somasi I dijawab oleih Teirgugat deingan meilakukan pe irteimuan 

deingan kuasa hukum Pe inggugat di “café & Reisto The i containeir” Labuhan 

Bajo. Tidak adanya solusi konkre it dari pe irteimuan dalam somasi I te irseibut 

maka Peinggugat meilayangkan Somasi II pada Tanggal 4 Januari 2021 dan 

tanpa adanya jawaban lagi dari Te irgugat.  
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Penggugat mengajukan bukti berupa saksi ke persidangan yaitu saksi 

Fendy Wahyudi, menyatakan bahwa masalah antara Penggugat dengan 

Tergugat adalah masalah uang muka jual beli tanah yang tidak jadi, pada 

perjanjian ini tidak ada surat perjanjian hanya kuitansi pembelian saja dan 

perjanjian lisan saja, yang isinya berbunyi “lahan ini dibeli seharga Rp 

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), pembayaran awal sejumlah Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Pembuktian merupakan salah satu tahapan terpenting dalam suatu 

persidangan. Meski perkaranya disidangkan secara e-court, pembuktian pada 

tahap ini tetap membutuhkan kehadiran pribadi para pihak. Pembuktian 

didefinisikan sebagai proses bagaimana bukti digunakan, disajikan atau 

dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Tujuan pembuktian adalah 

agar suatu keputusan jelas, definitif, tidak diragukan lagi, dan mempunyai 

akibat hukum. Pasal 1866 KUHPeirdata teirseibut diatas me ingatur bahwa alat 

bukti teirtulis (sxhriffte iteilijk beiwijs, writtein eivideincei). Pembuktian adalah 

memberikan alasan yang cukup bagi hakim yang memeriksa perkara untuk 

memastikan kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam hal pembuktian suatu 

peristiwa, cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan alat bukti. 

Bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan Anda tentang 

kebenaran argumen atau posisi.5 

Beirdasarkan urain latar be ilakang teirseibut, peinulis teirtarik untuk 

meilakukan peineilitian de ingan judul “PERTANGGUNGJAWABAN 

PENJUAL TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN 

JUAL BELI TANAH” 

 

 

 

                                                           
5 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/15189/Mengenal-Jenis-Alat-Bukti-

dalam-Hukum-Acara-Perdata.html. diakses pada tanggal 30 Juni 2022 Pukul 12.00 WIB.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan latar be ilakang diatas peinulis meirumuskan masalah yang 

akan diteiliti, yaitu: 

1. Bagaimana tanggungjawab pihak penjual terhadap pembeli atas 

wanprestasi dalam transaksi jual beli tanah? 

2. Bagaimana Pe irlindungan hukum teirhadap peimbeili atas tanah yang dibe ili 

tanpa seirtifikat hak milik? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan 

peinulisan ini se ibagai beirikut:  

1. Untuk Meingeitahui tanggungjawab pihak penjual terhadap pembeli atas 

wanprestasi dalam transaksi jual beli tanah 

2. Untuk Me ingeitahui Pe irlindungan hukum teirhadap pe imbeili atas tanah 

yang dibeili tanpa seirtifikat hak milik. 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Dari peirmasalahan diatas, maka ada be ibeirapa manfaat untuk me inambah 

peimahaman dan wawasan se icara teioritis maupun praktis, yaitu: 

1. Keigunaan teioritis 

a. Peineilitian ini diharapkan mampu me imbeirikan gambaran me ingeinai 

wanpreistasi dalam pe imbatalan peirjanjian. 

b. Seibagai bahan untuk me impeirluas peingeitahuan meingeinai hukum 

dan khususnya me ingeinai peirjanjian 

2. Keigunaan Praktis 

a. Seibagai sumbe ir informasi dan me inambah wawasan yang luas 

bagi masyarakat te intang peirjanjian dan hukum tanah. 

b. Seibagai salah satu syarat me incapai ge ilar sarjana pada fakultas 

Hukum Univeirsitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
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1.4. Kerangka Teoritis, kerangka Konseptual, dan kerangka Pemikiran.  

1.4.1. Kerangka Teoritis 

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisia (KBBI), tanggungjawab 

merupakan kewajiban untuk menanggung seluruh sesuatunya apabila 

terjalin sesuatu boleh di tuntut, dipersalahkan, serta diperkarakan.6 Pendapat 

dari Soegeng Istanto, pertanggungjawaban berati kewajiban untuk 

memberikan jawaban, yaitu mempertanggungjawabkan apa yang telah 

terjadi dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas segala kerugian 

yang mungkin ditimbulkan.7 

Teori pertanggungjawaban hukum adalah teori yang menganalisis 

tanggungjawab subjek atau perilaku hukum yang melakukan perbuatan 

melawan hukum atau pidana menanggung biaya, kerugian, atau melakukan 

kejahatan karena kelalaian atau kelalaiannya.8 Dalam Bahasa Indonesia kata 

tanggungjawab berati keadaaan harus menanggung segala sesuatu (kalau 

terjadi sesuatu bisa dituntut, disalahkan, digugat, dan lain sebagainya). 

Tanggungjawab diartikan sebagai kesediaan menanggung biaya (perawatan, 

pemilihara), jaminan, syarat dari pernyataan kesedian untuk melakukan 

suatu kewajiban.9 

Hans Kelsen Menjelaskan dalam teorinya tentang tanggungjawab 

hukum “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perilaku 

tertentu atau ia bertanggungjawab secara hukum. Subjek berati ia 

bertanggungjawab atas sanksi ketika konflik terjadi. “Kegagalan untuk 

mengambil tindakan pencegahan yang diwajibkan oleh hukum disebut 

kelalain (negligence); pengawasan umumnya dianggap sebagai jenis 

kesalahan lain (kelalaian), meskipun jauh lebih ringan dari pada yang 

                                                           
6  https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Talnggung%20jawab. diakses pada tanggal 19 November 

2018 Pukul 11.30 WIB. 
7   Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Bandung; Universitas Atma Jaya, 2014, hlm. 77 
8  Sallim HS & Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi dan 

Tesis, Jakartal: Raljawalli Press, 2013, hlm. 7. 
9  Depalrtemen Pendidikaln & Kebudalyalaln, Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial, Jalkalrtal: Ballali 

Pustalkal, 1989, hlm. 899. 
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dicapai dengan mengantisipasi dan menginginkan (apakah berbahaya atau 

tidak), akibat yang membahayakan.” 

2. Teori Perlindungan Hukum 

Timbulnya teiori Pe irlindungan hukum ini be irasal dari aliran te iori 

hukum alam ataupun hukum alam. Bagi aliran hukum alam kalau hukum itu 

beirsumbeir dari Tuhan yang be irtabat umum se irta keikal, dan antara hukum 

seirta moral tidak bole ih dipisahkan. Para pe imeiluk aliran ini me imandang 

kalau hukum se irta moral meirupakan peimikiran seirta keiteintuan keihidupan 

inteirnal se irta eiksteirnal yang dire ialisasikan leiwat hukum dan moralitas.10 

Satjipto Rahardjo be irpeindapat kalau Pe irlindungan hukum me irupakan 

meimbagikan Pe irlindungan ke ipada Hak Asasi Manusia (HAM) yang 

dirugikan oleih orang lain dan me imbagikan Pe irlindungan teirseibut keipada 

masyarakat supaya me ireika bisa meinikmati se iluruh hak yang dibe irikan ole ih 

hukum. Artinya, Pe irlindungan hukum be irbagai upaya hukum harus aman 

seicara meintal dan fisik dari ganguan dan ancaman dalam be intuk apapun dari 

pihak manapun. 

Teiori Peirlindungan hukum pula dibe isarkan oleih Philipus M. Hadjon 

yang meineirangkan kalau Pe irlindungan hukum meirupakan se isuatu kondisi 

subjeiktif yang meineirangkan bahwa se ijumlah subjeik hukum harus meimiliki 

akseis langsung teirhadap se ijumlah sumbeir daya teirteintu untuk ke ilangsungan 

keibeiradaan Peirlindungan dan Pe irlindungan hukum. Subjeik hukum seihingga 

keikuatan meireika diatur pada prose is peineirimaan peingambilan ke iputusan 

politik dan eikonomi, teirutama yang be irkaitan deingan alokasi sumbe ir daya 

pada tingkat individu dan struktual.11 

Philipus M. Hadjon kalau Pe irlindungan hukum untuk rakyat adalah 

seilaku aksi peimeirintah yang be irsifat preiveintif dan re ipreisif. Pe irlindungan 

hukum yang preiveintif be irtunjuan guna meinceigahan teirbeintuknya se ingkeita. 

                                                           
10  Saltjipto Ralhalrjo, Ilmu Hukum, Balndung: PT. Citral Alditya l Balkti, 2000, hlm. 53.  
11 Philipus M. Halrdjo, Perlindungaln Hukum Balgi Ralkyalt Indonseial, Suralbalya l: Binal Ilmu, 1988, 

hlm. 2. 
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Peirseilisihannya adalah untuk me imandu peimeirintah untuk me imbuat 

keiputusan beirsumbeir pada dire iksi dan Peirlindungan yang re ipreisif beirtujuan 

buat meinyeileisaikan teirbeintuknya se ingkeita, teircantun pe inindakan di 

Leimbaga peiradilan.12 

Peinafsiran Hukum bagi J.C.T Simorangkir Se ibagaimana yang dilansir 

C.S.T Kansil “Hukum me irupakan keiteintuan-keiteintuan yang be irtabiat harus 

yang meimastikan pe irilaku manusia pada lingkungan masyarakat yang 

diteitapkan pada badan-badan formal dan be irweinang yang pe ilanggarannya 

beirujung pada Tindakan, yaitu di hukum.13 Hukum untuk rakyat teirmasuk 2 

hak, yakni: 

a. Peirlindungan hukum pre iveintif, yaitu be intuk Peirlindungan hukum. 

Seibeilum putusan pe imeirinta meineirima formular de ifinisi, orang me imiliki 

keiseimpatan untuk meingusulkan keibeiratan atau peindapat; 

b. Peilindungan hukum re ipreisif, yaitu be intuk pe ilindungan hukum yang 

bahkan leibih meirupakan bukti dalam pe inye ileisaian peirseilisihan atau 

seingkeita. 

Seicara umum, Pe irlindungan beirarti meilindungi se isuatu dari se isuatu 

yang meirugikan atau leibih neigatif, yang dapat beirupa manfaat atau be irupa 

barang atau komoditas. Se ilain itu, Pe irlindungan juga me ingandung arti 

bahwa se iseiorang me imbeirikan Peirlindungan keipada yang leimah. Oleih 

kareina itu, Pe irlindungan hukum be irati peimeirintah beirupaya se imaksimal 

bisa jadi buat me injamin ke ipastian hukum dan me imbagikan Pe irlindungan 

keipada masyarakat ne igari tidak dilanggar dan pe ilanggarnya he indak 

dikeinakan sanksi cocok de ingan Peiraturan yang teirdapat. 

Dari peinjeilasan para pakar di atas dapat kita lihat kalau Pe irlindungan 

hukum ialah peinjeilasan teintang beirfungsinya guna hukum buat me inggapai 

                                                           
12 “Penda lyalgunalaln Almdall Dallalm Pengenda llialn Lingkunga ln Hidup Menurut UU Ciptalkerja l (2),” 

https://raldalrsalmpit.jalwalpos.com/opini/24/03/2021/pendalyalgunalaln-almdall-dallalm-pengendallialn-

lingkungaln-hidup-menurut-uu-ciptalkerjal-2/. dialkses paldal talnggall 24 Malret 2021 Pukul 16.22 WIB. 
13  C.S.T. Kalnsil, Pengalntalr Ilmu Hukum daln Taltal Hukum Indonesial, Jalkalrtal: Ballali Pustalkal, 1986, 

hlm. 38.  
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tujuan hukum ialah ke iadilan, keipeintingan dan ke ipastian hukum. 

Peirlindungan yang dibe irikan keipada subjeik hukum se isuai deingan Undang-

Undang, baik preiveintif maupun re ipreisif, teirtulis ataupun tidak te irtulis, 

untuk meilaksanakan ke iteintuan hukum.  

3. Teori Itikad Baik 

Teori itikad baik adalah sebuah konsep hukum yang menyatakan bahwa 

individu atau entitas memiliki prinsip asumsi bahwa orang lain bertindak 

dengan niat yang baik, kecuali jika ada bukti yang meyakinkan sebaliknya. 

Dalam konteks hukum, teori ini sering digunakan untuk menilai perilaku 

dan niat individu dalam kasus hukum.Perkataan tentang iktikad baik 

dirumusukan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: "Suatu 

perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Ketentuan pasal ini 

mempersoalkan pada tataran pelaksanaan suatu perjanjian, dimana 

perjanjian tersebut dalam keadaan sudah ada. Ketentuan pasal ini juga sudah 

terkenal sebagai pasal yang paling tidak jelas. Sebabnya adalah suatau 

iktikad baik merupakan pengertian yang abstrak, dan kalaupun orang 

mengerti apa itu iktikad baik, orang itu tetap masih sulit merumuskannya.14 

Menurut Brakel bahwa sengketa "iktikat baik" dalam pelaksanaanya 

hamper selalu dimintakan penyelesaiannya di pengadilan maka ada orang 

yang berpendapat bahwa pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sebenarnya 

merupakan pasal yang ditujukan kepada pengadilan.  Dasar dari teori itikad 

baik adalah keyakinan bahwa manusia secara alami cenderung memiliki niat 

yang baik dan bertindak dengan itikad yang jujur. Dengan demikian, teori 

ini memberikan keuntungan kepada individu yang diduga bertindak dengan 

itikad baik, kecuali ada bukti yang jelas bahwa mereka bertindak dengan 

sengaja atau jahat.15 

Penerapan teori itikad baik dapat ditemukan dalam berbagai bidang 

hukum, termasuk hukum perdata dan pidana. Dalam hukum perdata, teori 

ini dapat berlaku dalam perselisihan kontrak atau pertanggungjawaban 

                                                           
14   J. Satrio, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 365.  
15   Ibid., hlm. 362.  
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delik. Jika seorang individu yang diduga melanggar kontrak dapat 

membuktikan bahwa mereka bertindak dengan itikad baik dan berupaya 

menjalankan kewajiban mereka, mereka mungkin akan mendapatkan 

perlakuan yang lebih menguntungkan. Teori iktikad baik adalah sebuah 

prinsip hukum yang mengasumsikan bahwa individu bertindak dengan niat 

yang baik, kecuali ada bukti sebaliknya. Untuk pemahaman soal iktikad baik 

lebih baik merujuk bagaimana pengadilan menafsirkan "iktikad baik" dalam 

praktik. 16 

 

1.4.2. Kerangka Konseptual 

1.  Pertanggungjawaban Hukum 

Tanggungjawab meinurut Hukum adalah konse ikueinsi dari ke ibeibasan 

seiseiorang untuk be irtindak se ihubungan deingan eitika atau moral Ke itika dia 

meilakukan suatu Tindakan. Dalam Bahasa Indone isia kata tanggung jawab 

beirati keiadaan harus meinanggung seigala seisuatu (kalau teirjadi seisuatu bisa 

di tuntut,disalahkan, digugat, dan lain se ibagainnya). Komitme in diartikan 

seibagai keiseidiaan untuk me inanggung biaya (pe irawatan, pe imeiliharaan) 

jaminan, syarat-syarat dari suatu ke iseidiaan yang dinyatakan untuk 

meilakukan suatu keiwajiban.  

Tanggung jawab juga be irarti meinjadi manifeistasi dari ke isadaran 

keiwajibannya.17 Ridwan halim me indeifinisikan tanggungjawab hukum 

seilaku konseikueinsi le ibih lanjut dari pe imeinuhan seisuatu ke idudukan, baik 

keidudukan hak dan keiwajiban ataupun keikuasaan. Seicara umum, ke iwajiban 

hukum dimaksud se ilaku keiwajiban buat meilaksanakan suatu ataupun 

beirpeirilaku de ingan meitodei teirteintu, tidak me inyimpang dari yang sudah 

diteitapkan.  Konse ip tanggungjawab juga dike imbangkan oleih ahli teiori 

hukum Murni Hans Keilsein. Dalam pandangan hans, tanggungjawab 

                                                           
16   I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 80. 
17 Salyyid Muhalmmald Zein Allydru, et.a ll., “Perlindungaln Hukum Terhaldalp Konsumen PT.PLN 

(Persero) Ballikpalpaln Terkalit Aldalnya l Pemaldalm Listrik,” Jurnall Lex Suprema l, Vol. 2, No.1, 2022, 

hlm. 367.  
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beirkaitan eirat deingan ke iwajiban, teitapi tidak ide intik. Ke iwajiban ini timbul 

kareina adanya aturan hukum yang me ingatur dan meineitapkan keiwajiban 

subjeik hukum. 

Subjeik hukum yang me imiliki keiwajiban harus me imeinuhi keiwajiban 

teirseibut seibagaimana diteintukan oleih aturan hukum. sanksi akan dike inakan 

untuk keitidakpatuhan te irhadap keiwajiban. Sanksi se imacam ini me irupakan 

tindakan wajib dari aturan hukum, dan itu untuk meimungkinkan subjeik 

hukum untuk meilakukan ke iwajibannya deingan beinar. Meinurut Hans, 

Subjeik hukum yang dike inai sanksi dikatakan “be irtanggungjawab” atau 

beirtanggungjawab seicara hukum atas pe ilanggaran teirseibut.18 

2. Penjual  

Meinurut Kamus Be isar Bahasa Indoneisia meinjeilaskan te intang peinjual, 

peinjual adalah orang yang me injual (seipeirti: baju, sayur, dan se ibagiannya). 

19 meinjual atau peinjual adalah orang yang me inawarkan seisuatu keipada orang 

lain ( peimbeili) untuk me imbeili barang yang dijual oleih peinjual.  

3. Perjanjian  

Meingeinai peirjanjian dalam buku III KUHPe irdata (Burgeirlijk weitboeik), 

Pasal 1313 KUHPeirdata meineirangkan jika peirjanjian meirupakan pe irbuatan 

satu orang ataupun le ibih yang me ingikat satu orang ataupun le ibih. Me inurut 

Munir Fuady, pe ingeirtian kontrak dapat disamakan de ingan peingeirtian 

peirjanjian, yaitu ke iduanya sama-sama beirasal dari kata Bahasa Be ilanda 

yaitu Oveireinkomst.20 Ada pula keinteintuan sahnya suatu pe irjanjian meinurut 

Pasal 1320 KUHPeirdata dalam jilid III bab II KUHPeirdata ialah: 

1) Seipakat meireika meingikat dirinya; 

2) Keicakapan untuk me imbuat suatu peirjanjian; 

3) Suatu hal teirteintu; 

                                                           
18  Halns Kelsen, Teori Hukum Murni: Da lsalr-Dalsalr Ilmu Hukum Normaltif, Balndung: Penerbit Nusa l 

Medial, 2008, hlm. 136.  
19   Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial. 
20  Munir Fualdy, Hukum Kontra lk da lri Sudut Palndalng Hukum Bisnis, Balndung: Citral Aldityal Balkti, 

1999, hlm. 17.  
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4) Suatu seibab yang halal.  

Peirjanjian meirupakan salah satu pe irbuatan hukum yang bisa 

meilindungi hak-hak para pihak se irta dapat dituntut ganti ke irugian, kareina 

biasanya dalam pe irjanjian itu te irdapat klausul-klausul yang de imeikian. 

Meinurut Sube ikti, peirjanjian me irupakan se isuatu peiristiwa dimana se iorang 

beirjanji keipada orang lain ataupun ke idua orang sama-sama me ingikatkan 

diri buat meilakukan suatu, dari mana muncul suatu ikatan pe irikatan.21 

Meinurut Yahya Harahap me indeifinisikan pe irjanjian se ibagai “pe irjanjian 

yang meingandung pe ingeirtian keikayaan harta be inda ataupun ikatan hukum 

antara dua orang ataupun leibih, yang meimbagikan keipada pihak lain, suatu 

preistasi atau keikuasaan atas se isuatu atau me imbeirikan ke iwajiban ke ipada 

pihak lain se ikaligus waktu satu pihak me imeinuhi keiwajiban dan pihak lain 

meindapatkan seisuatu peincapain. 

 Peirjanjian seibagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Bab II 

KUHPeirdata. Seidangkan salah satu teiori dan peimahaman me indasar teintang 

peirjanjian adalah se ipeirangkat keiteintuan, yaitu be intuk normatif pribadi hak-

hak sipil dalam kaitannya de ingan hukum peirdata. Individu dipe irboleihkan 

untuk beirpartisipasi dalam prose is hukum deingan peirjanjian, se ihingga 

meireika diakui se ibagai bagian dari tatanan hukum yang be irsifat hukum, 

seipeirti dikeimukan ole ih Hans Keilsein diatas, ditunjukkan bahwa hukum 

adalah Peiraturan.22 

4. Jual Beli 

Jual beili meirupakan se isuatu peirjanjian de ingan mana pihak yang satu 

meingikat dirinya buat me inyeirahkan hak milik atas seisuatu be inda seirta pihak 

yang lain buat  meimbayar hak milik atas se isuatu beinda seirta pihak yang lain 

buat meimbayar harga yang te ilah dijanjikan.23 Peimbeili dan pe injual sudah 

meinggapai keiseipakatan teintang beinda dan biayanya, se ikalipun barang itu 

                                                           
21  Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perda ltal, Jalkalrtal: Intermalssal, 1987, hlm. 1.  
22 Halrtalnal, “Hukum Perjalnjialn (Dallalm Persepektif Perja lnjialn Kalrya l Pengusa lhalaln Pertalmbalngaln 

Baltubalral),” Jurna ll Komunikalsi Hukum, Doi: https://doi.org/10.23887/jkh.v2i2.8411, Vol. 2, No. 2, 

2016, hlm. 156 
23  Subekti, Hukum Perjalnjialn, Jalkalrtal: Intermalsal, 1985, hlm. 79. 
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beilum diseirahkan, jual be ili dianggap teilah teirjadi, misalnya pe imbeili dan 

peinjual meimbeili piano dan ke idua beilah pihak teilah meincapai ke iseipakatan 

meingeinai harga komoditas yang akan dibe ili, dan akan dibe ili deingan harga 

yang sudah dise ipakatin be irsama keimudian proseis veirifikasi untuk peimbayar 

seicara tunai.  

Peingeirtian jual be ili dalam Pasal 1457 KUHPeirdata teirseibut dapat 

disimpulkan bahwa jual be ili adalah suatu ke iseipakatan Be irsama dimana 

peinjual meinyanggupi untuk me ileipaskan hak milik atas barang dan pe imbeili 

meinyanggupi untuk me imbayar suatu upah teirteintu. Seijumlah uang se ibagai 

imbalan.24 Yang ingin dise irahkan peinjual keipada peimbeili adalah hak atas 

barang, bukan hanya hak atas barang. Apa yang harus dilakukan adalah 

seicara “peinyeirahan” atau “leiveiring”, bukan Feiiteilijk ! Dan se ipeirti yang 

teilah kita ke itahui, miliki be irbagai barang, ada tiga pe inye irahan yudisial 

meinurut hukum peirdata: 

a) Peinyeirahan barang be irgeirak; 

b) Peinyeirahan barang tak be irgeirak, dan; 

c) Peinyeirahan puitang atas nama yang masing-masing meimpunyai cara-

caranya seindiri.  

5. Tanah 

Meinurut Djojohardikosumo se ibagaiamana dikutip ole ih Fariska 

Manggara pada jurnalnya yang me indeifinisikan tanah se ibagai “keipeimilikan 

umum atau pribadi, tanah adalah pe irseidiaan baku yang kurang le ibih 

peirmanein yang nilai harganya le ibih te irgantung pada Peiraturan Beirsama 

atau sosial dari pada Tindakan dan ke ibiasaan individu”.25 Deifinsi umum 

tanah diatas tidak didasarkan pada pe irspeiktif hukum.  

Meinurut pandangan hukum peirtanahan Budi Harsono (UUPA), se ibagai 

beirikut “Pe irmukaan bumi dise ibut tanah. Dalam peinggunaan tanah juga 

                                                           
24  Rifqi Devi La lwral & Yulfal Mulyeni, “A lnallisis Dalsalr Hukum Juall Beli Mela llui E-COMMERCE: 

Perspektif Hukum Perdaltal Daln Ekonomi Sya lrialh,” Jurnall Of Innovaltion  Resealrch Alnd Knowledge, 

Doi: https://doi.org/10.53625/jirk.v1i8.953, Vol. 1, No. 8, 2022, hlm. 544. 
25 Falriskal Malnggalral, “Pemba ltallaln Juall Beli Talnalh Kalrenal Tidalk Terlalksalnalnnya l Proses perallihaln 

Halk Altals Talnalh,” Jurnall Lex Aldministra ltum, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm. 92.  
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teirmasuk bumi dan badan air se irta ruang diatasnya, hanya bila dipe irlukan 

untuk keipeirluan beirhubungan langsung de ingan peinggunaan tanah (Pasal 4 

ayat (2) ) de ingan deimikian, konse ip tanah meingandung makna ruang dalam 

peinggunaanya.26 I Ge idei Wiranata meinjeilaskan bahwa tanah me impunyai 

sifat:27 

1. Tanah adalah se isuatu yang me inyimpan keikayaan yang me inguntungkan. 

2. Tanah adalah teimpat tinggal bagi pe irseikeituan hukum dan se imua 

anggotaanya, seirta sumbe ir peinghidupan bagi peimiliknya. 

3. Tanah adalah satuan teimpat dimakamkannya pe imiliknya se iteilah 

meininggal dunia, dan juga me irupakan tanah leiluhur be ibeirapa geineirasi 

masyarakat. 

Ruang lingkup Agraria me inurut UUPA sama de ingan ruang lingkup 

sumbeir daya agraria /sumbe ir daya alam me inurut keiteitapan MPR RI No. 

IX/MPR//2001 Teintang peimbaharuan agraria dan peingeilolaan sumbeir daya 

alam. Ruang lingkup agraria /sumbe ir daya agraria/sumbe ir daya alam dapat 

dijeilaskan seibagai beirikut:28 

a. Bumi 

 Meinurut UUPA Pasal 1 ayat (4), Bumi dide ifinisikan se ibagai 

peirmukaan bumi, teirmasuk badan bum dibawahnya dan badan bumi 

dibawah air. Me inurut Pasal 4 ayat (1) UUPA, pe irmukaan bumi adalah 

daratan.  

b. Air  

Meinurut UUPA Pasal 1 ayat (5), pe irairan dide ifinisikan se ibagai 

peirairan peidalaman dan pe irairan laut teiritorial Indone isia. Dalam Pasal 

1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Teintang Peingairan 

meinyeibutkan bahwa pe ingeirtian air meiliputi air yang te irkandung 

didalam dan/atau beirasal dari sumbeir-sumbeir, teirmasuk air yang be irada 

                                                           
26 Boedi Halrsono, Op.Cit., hlm. 80. 
27  I Gede Wiealnaltal, Hukum Aldalt Indonesia l, Perkembalngalnnyal dalri malsal ke malsal, Balndung: Citral 

Aldityal Balkti, 2004, hlm. 224-225. 
28 Urip Salntoso, Hukum Algralria l Kaljialn Komprehensif, Suralbalya l: Kencalnal, 2012, hlm. 2 
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diatas dan dibawah pe irmukaan bumi, teitapi tidak teirmasuk air yang 

beirada di laut.  

c. Ruang angkasa 

Pasal 1 ayat (6) UUPA me indeifinisikan angka luar se ibagai ruang 

diatas bumi wilayah Indone isia dan ruang diatas air wilayah Indone isia. 

Meinurut peingeirtian ruang angkasa dalam Pasal 48 UUPA, Ruang 

angkasa diatas bumi dan air me ingandung eineirgi dan unsur-unsur yang 

dapat dimanfaatkan untuk me imeilihara dan meingeimbangkan ke isuburan 

seirta hal-hal lain yang be irkaitan deingan bumi, air dan ke ikayaan alam 

yang teirkandung didalamnya. Dibe irikan untuk itu.  

d. Keikayaan alam yang te irkandung didalamnya 

Keikayaan alam bumi dise ibut mateiri, yaitu unsur-unsur kimia, 

mineiral, biji dan bantuan dari se igala jeinis, Teirmasuk batu mulia yang 

teirmasuk dalam kandungan alam (Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 

Teintang Ke iteintuan-keiteintuan Pokok Pe irtambangan). Ke ikayaan alam 

yang teirkandung didalam air adalah ikan dan ke ikayaan alam lainnya 

dipeirairan peidalaman dan pe irairan Indoneisia (Undang-Undang No. 9 

Tahun 1985 Teintang Pe irikanan). 

Meinurut Para Ahli te irseibut, konse ip tanah adalah pe irmukaan bumi 

(hukum), yang meinyimpan ke ikayaan untuk me imeinuhi keibutuhan hhidup 

dan keihidupan individu dan ke ilompok (e ikonomi). Tanah se ibagai teimpat 

tinggal atau hunian adalah te impat meireika meingeimbangkan keihidupan 

keiluarga meireika seicara turun-teimurun dan beirsifat keikal.  

6. Pembeli Yang Beritikad Baik 

Seiorang “peimbeili jujur” adalah pe imbeili yang sama se ikali tidak jujur 

meingeitahui dia beirurusan deingan seiseiorang yang bukan dirinya pe imilik. 

1) “Peimbeili yang jujur” adalah se iseiorang yang me imbeili seisuatu 

keiyakinan peinuh bahwa peinjual meimang peimilik barang meinjualnya.29 

                                                           
29  Ridwaln Khaliralndy, Iktika ld Balik Dallalm Kebebalsaln Berkontralk, Jalkalrtal: UI Press, 2004, hlm.194. 
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2) “Peimbeili yang jujur” adalah orang yang jujur dan tidak me inyadari 

bahwa barang yang dibe ilinya cacat. 

Makna iktikad baik dalam lite iratur dibagi lagi me injadi dua kate igori 

yaitu iktikad baik subje iktif dan iktikad baik obje iktif, meiskipun dalam hal 

peimbeili yang jujur ini, me injeilaskan bahwa liteiratur Indoneisia hanya 

meingacu pada hanya dalam arti subye iktif. Iktikad subye iktif diartikan 

seibagai inteigritas pe imbeili yang tidak tahu ada ke ikurangan didalamnya 

peingalihan hak; se idangkan iktikad baik obje iktif diartikan se ibagai 

keisopanan, tingkah laku se iseiorang (seipeirti peimbeili) juga harus se isuai 

deingan padangan umum masyarakat.30  

                                                           
30 Widodo Dwi Putro, et.all., Pembeli Beritika ld Ba lik Dallalm Sengketa lperda ltal Berobyek Talnalh, 

Jalkalrtal: LeIP, 2016, hlm. 17.  
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1.4.2. Kerangka Pemikiran 
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Undang-Undang No. 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria  

Pasal 19 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 33 ayat (3) 

KUHPerdata 

Wanprestasi  

Pasal 1238 

Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah 

Pasal 32 

Pasal 1865 Tentang Alat 

Bukti 

1. Pertanggungjawaban penjual terhadap 

wanprestasi dalam perjanjian jual beli 

tanah.  

2. Perlindungan hukum terhadap pembeli 

atas tanah yang dibeli tanpa sertifikat 

hak milik. 

 

Syarat sah Perjanjian 

Pasal 1320 dan Pasal 

1234 Tentang Prestasi 

dalam perjanjian 

Jual Beli 

Pasal 1457 
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1.5. Penelitian terdahulu 

1) I Gusti Agung, Ayu Lita Pratiwi, Ne illa Hasibuan Oleiary, Ni Madei Pustasutari 

Ujianti, dalam peineilitian jurnalnya yang be irjudul “Akibat Hukum Jual beli 

Dibawah Tangan Atas Tanah Hak Milik Di Kabupaten Bandung.” Jeinis 

peineilitian yang digunakan adalah pe ineilitian hukum e impiris. Pe ineilitian 

Hukum Eimpiris meirupakan pe ineilitian yang meinggunakan data prime ir dan 

data se ikundeir. Hasil Pe ineilitian diteimukan bahwa teirdapat bahwa Jual be ili 

dibawah tangan masih juga dilakukan salah satunya di Kabupaten Bandung. 

Dalam kasus ini bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan dibawah tangan 

oleh tuan I Noman Suarya dengan tuan I Gusti Agus Surya Kusyanta, bahwa 

prestasinya yaitu mempunyai perjanjian jual beli dan wanprestasinya itu 

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan 

Perundang-undangan menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997 tentang pendaftaran tanah untuk melakukan proses peralihan hak atas 

jual beli tersebut. 31 

2) Putri Kalingga He irmawan, Mohammad Fajri Me ikka Putra, dalam pe ineilitian 

jurnalnya be irjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad 

Baik Terhadap Jual Beli Hak Atas tanah Yang Dilakukan Dibawah 

Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 

226/Pdt.G/2021/PN Bks)”. Jeinis peineilitian yang digunakan adalah je inis 

peineilitian hukum normatif yuridis. Hasil pe ineilitian diteimukan bahwa teirdapat 

jual beili tanah dibawah tangan yang dilakukan ole ih peinggugat dan teirgugat 

bahwa pada transaksi jual be ili tanah teirseibut beilum dilakukan dihadapan 

Peijabat Pe imbuatan Akta Tanah (PPAT), kare ina keidua pihak sama-sama 

beilum meimpunyai biaya untuk me inghadap kei Peijabat Pe imbuatan Akta Tanah 

(PPAT) dan be ilum meilakukan balik nama untuk se irtifikat hak milik tanah 

teirseibut. Oleih kareina itu peinggugat dan teirgugat hanya transaksi pe imbayaran 

beirupa kuitansi, dan pihak pe inggugat beirseidia untuk meilakukan jual be ili 

                                                           
31  I Gusti Algung, et.all., “Alkibalt Hukum Jua ll Beli di Balwalh Talngaln Altals Talnalh Halk Milik di 

Kalbupalten Balndung,” Jurnall Konstruksi Hukum, Doi: 

https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2246.176-180, Vol. 1, No, 1, September 2020, hlm. 178-179.  
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dibawah tangan yang dikare inakan teirgugat beirjanji akan me imbantu proseis 

peindaftaran tanah apabaila teirgugat sudah meimiliki biaya. Se iring beirjalannya 

waktu pihak peinggugat meingajak teirgugat untuk meinghadap kei PPAT agar 

meinyeileisaikan balik nama se irtifikat. Akan teitapi pihak te irgugat tidak 

meinghiraukan peirmintaan dari pihak pe inggugat, dan ke ibeiradaaan pihak 

teirgugat yang tidak dike itahui. Bahwa peinggugat sudah me imiliki itikad baik 

teirhadap teirgugat akan teitapi pihak te irgugat tidak meimiliki itikad baik, ole ih 

kareina itu peimbeili beirhak untuk meindapat Peirlindungan hukum dalam prose is 

peiralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dalam hal te irgugat 

tidak lagi dikeitahui keibeiradannya.32 

3) Nabila Annisa Fuzain, dalam pe ineilitian jurnalnya yang be irjudul 

“Wanprestasi Pihak Penjual Terhadap Pihak Pembeli Dalam Akta Jual 

Beli” Jeinis peineilitian yang digunakan adalah pe ineilitian hukum normative 

yang berfokus pada kajian terhadap data sekunder yang mencakup bahan 

hukum primer.  Hasil Pe ineilitian diteimukan bahwa apabila para pihak telah 

memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian jual beli tanah tanpa 

merugikan salah satu pihak, maka perjanjian jual beli tanah dapat 

dilaksanakan dengan baik. Namun apabila salah satu pihak lalai memenuhi isi 

dan kewajiban perjanjian jual beli yang telah disepakati kedua belah pihak, 

maka dapat dikatakan ingkar janji atau wanprestasi. 

Pembeli dapat melakukan damai dengan Penjual. Penjual melakukan 

perbuatan tersebut dengan alasan apa. Jelas penjual tidak jujur dan tidak 

memiliki itikad baik terhadap pembeli yang memiliki ketulusan terhadap 

Penjual. Apabila telah membayar semua uang sudah lunas yang 

disayangkan adalah setelah penandatanganan akta perjanjian jual beli, 

penjual melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan pembeli dan notari. 

Dalam hal ini Pembeli dapat memperoleh Perlindungan hukum dari Penjual 

yang tidak jujur. Penjual jelas melanggar asas itikad baik. Asas kepercayaan 

                                                           
32  Putri Kallinggal Hermalwaln & Mohalmmald Faljri Mekkal Putral, “Perlindungaln Hukum Balgi Pembeli 

Yalng Beritikald Balik Terhaldalp Juall Beli Halk Altals talnalh Yalng Dilalkukaln Dibalwalh Talnlgaln (Studi 

Kalsus Putusa ln Pengaldilaln Negeri Bekalsi Nomor 226/Pdt.G/2021/PN Bks),” Jurna ll Pallalr (Palkua ln 

Lalw Review),” Doi: 10.33751/palar, Vol. 8, No 01, Jalnualri-juni 2022, hlm. 67. 
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bukanlah standar yang digunakan dalam perjanjian termasuk akta jual beli. 

Taah dengan segala konsekuensinya merupakan standar objek jual beli 

tanah.33 

4) Satya E ika Syahputra Thaye ib, S.H. Program Pasca Sarjana Program Studi 

Magisteir Ke inotrariatan Unive irsitas Islam Sultan Agung Seimarang, Teisis.  

Beirjudul Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Tanah Secara Lisan 

Dalam Konsepsi Kepastian Hukum. Meitodei peindeikatan yuridis e impiris. 

Hasil pe ineilitian diteimukan bahwa pe ininjauan ke imbali pe irjanjian jual be ili 

tanah se icara lisan deingan konse ip keipastian hukum. Be irdasarkan ke iteintuan 

Pasal 1320 KUHPe irdata te intang sahnya pe irjanjian, beintuk pe irjanjian tidak 

diteintukan, se ihingga masyarakat be ibas meineintukan beintuk pada saat 

peirjanjian dibuat. Suatu pe irjanjian yang dibuat se icara lisan te itap sah se ilama 

meimeinuhi syarat-syarat be irlakunya suatu pe irjanjian yang teircantum dalam 

Pasal 1320 KUHPeirdata. Pe irjanjian lisan juga sah seilama tidak ada ke iteintuan 

hukum bahwa pe irjanjian itu dibuat se icara teirtulis, deimikian pula pe irjanjian 

meimpunyai ke ipastian hukum yang me ingikat para pihak yang me imbuat 

peirjanjian untuk meinyatakan se iseiorang wanpreistasi.  

Peiran dan weiweinang notaris untuk me ineigakkan keipastian hukum teirhadap 

peinjualan tanah seicara lisan. Meinurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

teintang jabatan notaris, pe iranan notaris dalam me imbuat akta-akta nyata, 

meinurut kuasa notaris untuk me imbuat akta jual be ili tanah me impunyai akibat 

hukum yang kuat kare ina kuasa itu be irdasarkan Undang-Undang. Se ihingga 

apabila dike imudian hari teirjadi peirseilisihan antara ke idua beilah pihak 

meingeinai pokok-pokok pe irjanjian, maka pe irjanjian yang be irsangkutan 

(dalam hak pe irjanjian jual be ili tanah yang me ingikat) dapat dijadikan dasar 

bukti oteintik Pasal 15 ayat (2) huruf f  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

teintang jabatan notaris.34 

                                                           
33  Nabila Aannisa Fuzain, “Wanprestasi Pihak Penjual Terhadap Pihak Pembeli dalam Akta Jual 

Beli,” Jurnall Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No, 4, April 2023, hlm. 322-323. 
34 Saltyal Ekal Syalhputral Thalyeb, “Tinja lualn Yuridis Perja lnjialn Juall Beli Ta lnalh Seca lral Lisa ln Dallalm 

Konsepsi Kepalstia ln Hukum,” Tesis (untuk memperoleh gela lr malgister dallalm kenotalrialtaln palda l 

Universitals Islalm Sultaln Algung), 2022, hlm. 80.   
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5) Lisa Wulandari, Program Studi Fakultas Hukum Unive irsitas Islam Sultan 

Agung Seimarang, SH. Beirjudul Perlindungan Hukum Bagi Pembeli 

Terhadap Jual Beli Hak Milik Atas Tanah. Meitodei Peindeikatan 

meinggunakan meitodei peindeikatan yuridis normatif. Hasil Pe ineilitian 

diteimukan bahwa teirdapat adanya pihak pe injual yang te ilah ingkar 

janji/wanpreistasi dalam jual be ili tanah yang tidak meinindaklanjuti de ingan 

peimbuatan akta jual beili tanah (PPAT), dan dari pihak peimbeili sudah beirusaha 

meincari dan meinghubungi pihak pe injual untuk me inindahlanjuti pe imbuatan 

akta tanah. Pe imbeili beirkeiinginan untuk meimbalik nama tanah te irseibut yang 

seimula atas nama Slame it Mulyono meinjadi atas nama Kho Inawati. Bahwa 

yang dilakukan pihak pe injual teilah lalai meinindaklanjuti atas jual beili tanah 

teirseibut. Dalam peirjanjian jual be ili hak atas tanah teirseibut dilakukan dibawah 

tangan yang dimana hanya me ilalui kuintasi saja. 

Peirlindungan hukum bagi pe imbeili dari jual be ili hak atas tanah yang 

dilakukan se icara bawah tangan se ibagai alat bukti suatu pe irjanjian, me iskipun 

dilakukan se icara dibawah tangan, namun hal ini dapat me injadi beintuk 

Peirlindungan hukum kareina meinjadi tanda bukti yang leimah. Hal ini dapat 

diteimukan dalam Pasal 1866 KUHPe irdata dan dipeirteigas dalam Pasal 1874 

KUHPeirdata, yang meinyatakan bahwa te intang suatu arti dapat me irupakan 

suatu tulisan yang dibuat se icara dibawah tangan. De ingan cara ini, jika suatu 

saat timbul pe irseilisihan se ingkeita tanah, hukum sudah me ilindungin pe imbeili. 

Namun, jika ingin be irbuat baik, peimbeili dan peinjual harus me imbuat akta jual 

beili yang dibuat oleih PPAT seibagai dasar untuk pindah nama di kantor BPN.35  

 

 

 

                                                           
35  Lisal Wulalndalri, “Perlindunga ln Hukum Balgi Pembeli Terha ldalp Juall Beli Ha lk Milik Altals 

Talnalh,” Skripsi (untuk memperoleh gela lr salrjalnal paldal Falkultals Hukum Universita ls Islalm Sultaln 

Algung Semalralng), 2022, hlm. 63.  
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1.6. Metode Penelitian  

Meitodei peineilitian yang digunakan dalam pe ineilitian ini adalah me itodei 

peineilitian kualitatif atau hukum normatif. 

1.6.1.  Pendekatan Penelitian 

Meitodei peineilitian yang digunakan dalam pe ineilitian ini adalah 

peindeikatan Undang-Undang (statutei approach), peinde ikatan Pe iraturan 

Peimeirintah, peindeikatan konse iptual (conceiptual approach) dan peindeikatan 

kasus.36 Peindeikatan Undang-Undang biasanya digunakan untuk me imbahas 

norma dan konflik atau conflictein van normein, peindeikatan konse iptual dapat 

digunakan untuk meimbahas ke itidak absahan norma atau masalah norma 

hukum, keimudian meitodei kasus digunakan se ilain meimbahas masalah  atau 

vaguei van normein  untuk beirbasis inteirpreitasi.37 

1.6.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

1. Jenis Penelitian 

Jeinis peineilitian yang digunakan dalam pe inulisan skrispsi ini adalah 

jeinis peineilitian hukum normatif.  

a. Peineilitian Hukum Normatif 

Peineilitian hukum normatif adalah pe ineilitian hukum yang 

dilakukan deingan meingkonsultasikan keipustakaan atau data seikundeir.38 

Studi hukum normatif juga dike inal seibagai studi hukum doktrinal. 

Meinurut Peiteir Mamud Marzuki, pe ineilitian hukum normatif adalah 

proseis meineimukan kaidah hukum, asas-asas hukum dan doktrin hukum 

untuk meinjawab pe irtanyaan hukum yang dihadapi. dalam studi hukum 

jeinis ini, hukum se iring dikonse iptualisasikan se ibagai aturan atau norma 

yang meinjadi tolak ukur pe irilaku manusia yang dianggap te ipat.39 

                                                           
36  Ibid., hlm. 134 
37  Peter Malrzuki Malhmud, Penelitia ln Hukum, Jalkalrtal: Kencalnal Prenaldal, 2010, Hlm. 20. 
38  Soejono Soekalnto & Sri Malmudji, Pengalnta lr Penelitia ln Hukum, Jalkalrtal: UI Press, 1986, hlm. 

13. 
39 Ronny Halnitijo Soemitro, Duallisme Penelitia ln Hukum (Normaltif da ln Empiris), Yogya lkalrtal: 

Pustalkal Pelaljalr, 2010, hlm. 154. 
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Meitodei peineilitian yang digunakan pe inulis dalam pe ineilitian ini adalah 

meitodei peineilitian hukum normatif.  

Peinilitian hukum normatif adalah pe inilitian hukum yang 

beirhubungan deingan variable i sosial lainnya. Be ibeirapa keigunaan dan 

fungsi teiori dalam pe ineilitian meinurut Coopeir,  antara lain: (1) Te iori 

meimpeirseimpit atau meimbatasi ruang atau Kawasan kita me impeirlajari 

fakta; (2) Teiori meingusulkan suatu sisteim meitodei peineilitian yang 

diutamakan untuk me impeiroleih makna yang se ibeinarnya; (3) Te iori 

meingusulkan sisteim peineilitian yang meimungkinkan data dikate igorikan 

untuk meingklasifikasikannya de ingan cara yang le ibih beirmakna; (4) 

Teiori meiringkas peingeitahuan teintang objeik studi dan pe irnyataan yang 

tidak di informasikan diluar pe ingamatan langsung; (5) Te iori dapat 

digunakan untuk meimpreidiksi fakta leibih lanjut dapat dite imukan dalam 

peineilitian. Se imua peineilitian meimilliki prinsip-prinsip ilmiah, se ihingga 

seimua peineilitian harus me inggunakan dasar teiori-teiori ilmiah.40 

Ciri-ciri teiori hukum normatif dapat diringkas se ibagai beirikut:  

(1) Meimbeirikan landasan teioritis bagi peirumusan norma hukum yang 

diuraikan dan diteitapkan oleih yurisprudeinsi normatif;  

(2) Norma hukum me injadi focus peineilitian, dan juga me injadi fokus 

peineilitian hukum normatif, me iliputi meitodei peineilitian hukum 

normatif;  

(3) Sudut pandang para ahli te iori hukum adalah bahwa dari sudut 

pandang inteirnal yang normal (from thei within) adalah yang be irsifat 

wajib (thei ought), teitapi kadang-kadang meireika juga me ilihat 

feinomeina eiksteirnal yang normal (thei is) seibagai umpan balik untuk 

meinyeimpurnakan sudut padang inteirnal, dan; 

(4)  Keikuasaan public dalam be intuk badan e ikseikutif, leigislatif dan 

yudikatif pe inting dalam me ineitapkan,meingakui dan me ineigakkan 

hukum seihingga hukum dapat be irfungsi seibagai alat kontrol alokasi 

                                                           
40  Sugiyono, Metode Penelitia ln Pendekaltaln: Pendeka ltaln Kua lntita ltif, Kua llitaltif, Balndung: 

Allfalbetal, 2009, hlm. 40.  
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seimua sumbe ir daya dan Pe irlindungan hak asasi manusia se ibagai 

andalan keibijakan sosial. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Data yang digunakan dalam pe ineilitian ini adalah data se ikundeir yaitu 

deingan meineiliti data ke ipustakaan yang dipeiroleih dari beirbagai sumbeir yang 

teirdiri dari: 

a. Bahan hukum primeir 

Meinurut Peiteir Mahmud Marzuki meirupakan bahan hukum yang 

beirsifat otoritatif artinya me impunyai otoritas. Bahan prime ir Teirdiri atas 

Peirundang-undangan, catatan-catatan reimis atau risalah dalam 

peimbuatan peirundang-undangan dan putusan-putusan hakim.41 Bahan-

bahan hukum yang me ingikat, dan teirdiri atas: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata 

2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Te intang Pe iraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria 

3) Peiraturan Pe imeirintah No. 24 Tahun 1997 Teintang Pe indaftaran 

Tanah.  

b. Bahan hukum se ikundeir, yaitu bahan-bahan hukum yang me imbeirikan 

peinjeilasan meingeinai bahan hukum prime ir yang dipe iroleih dari studi 

keipustakaan beirupa liteiratur-liteiratur yang beirkaitan deingan peirmasalah 

peineilitian,42 seipeirti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, te isis-teisis 

hukum. 

c. Bahan hukum teirsie ir, yaitu bahan hukum yang me imbe irikan peitunjuk 

maupun peinjeilasan teirhadap bahan hukum prime ir dan bahan hukum 

seikudeir,43 seipeirti kamus be isar Bahasa Indoneisia, kamus hukum, dan 

eisiklopeidia. 

                                                           
41 Ishalq, Metode Penelitia ln Hukum, Jalmbi: Allfalbetal, 2016, hlm. 68. 
42 Peter Malrzuki Malhmud, Op.Cit., hlm. 37. 
43 Almiruddin & Zalinall Alsikin, Op.Cit., hlm. 32 
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1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Meitodei peineilitian yang digunakan pe inulis dalam peineilitian ini adalah 

meitodei peineilitian hukum normatif. Pe inilitian hukum normatif adalah 

peinilitian hukum yang be irhubungan deingan variablei sosial lainnya. 

Meinurut peiteir mahmud marzuki, pe ineilitian hukum normatif adalah prose is 

meineimukan aturan hukum, asas-asas hukum dan doktrin hukum untuk 

meinjawab peirtanyaan hukum.  

Teiknik peingumpulan bahan hukum atau data seikundeir dalam 

peineilitian hukum normatif adalah me ilalui peineilitian keipustakaan teirhadap 

data hukum yang me iliputi data hukum prime ir, data hukum se ikundeir, dan 

data hukum teirsieir dan/atau non hukum. Pe ingambilan bahan hukum dapat 

dilakukan deingan cara me imbaca, meilihat, meindeingar atau me incari bahan 

hukum meilalui meidia inteirneit atau weibsitei.44 

1.6.4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Seiteilah bahan hukum te irkumpul maka se ilanjutnya dilakukan 

peingolahan bahan hukum de ingan meinggunakan tahap-tahap se ibagai 

beirikut: 

a. Sisteimatisasi, yaitu pe inulis meimilih mateiri yang sah, ke imudian 

meingkateigorikan meinurut klasifikasi bahan hukum meingumpulkan data 

seicara sisteimatis dari teimuan peineilitian logikanya, ini be irati bahwa ada 

hubungan dan koneiksi antara bahan hukum satu Salinan dan bahan 

hukum lainnya.  

b. Deiskripsi, yaitu dasar pe inulis untuk me inggambarkan hasil pe ineilitian 

dapatkan bahan hukum dan keimudian meilakukan analisis.  

c. Eiditing, yaitu dasar pe inulisan meineiliti keimbali kei informasi hukum 

yang dipe iroleih se ihingga keileingkapan dapat dile ingkapi apabila 

diteimukan bahan hukum yang tidak le ingkap se irta meirumuskan bahan 

hukum yang dite imukan oleih peinulis kei dalam kalimat yang le ibih 

seideirhana.   

                                                           
44  Muhalimin, Metode Penelitia ln Hukum, Maltalralm: Maltalralm University Press, 2020, hlm. 65.  
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1.6.1. Analisis Bahan Hukum 

Analisis data kualitatif adalah analisis data yang digunakan ole ih 

peinulis dalam peineilitian ini yaitu meilakukan fakta, ke inyataan atau 

informasi data beirdasarkan hasil pe ineilitian yang beirbeintuk pe injeilasan 

yang pada prinsipnya dilakukan te irhadap kaidah hukum dalam pe irundang-

undangan, yurisprude insi dan doktrin yang dilakukan se icara kualitatif. 

Teiknik analisis bahan hukum me inggunakan analisis data kualitatif, yaitu 

meimbahas bahan-bahan hukum yang dipe iroleih deingan meingacu pada 

landasan teioritis yang ada.45 

 

                                                           
45 Peter Malhmud Malrzuki, Penelitia ln Hukum, Jalkalrtal: Kencalnal Prenaldal Medial Group, 2016, hlm. 

182.  
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